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RINGKASAN 

 

Kewenangan yang sangat sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kewenangan untuk 

menetapkan peraturan daerah. Pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah, 

Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah 

pusat di daerah, salah satu bentuk kewenangan gubernur yaitu membatalkan perda, 

namun kewenangan ini telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

137/PUU-XIII/2015 yang mencabut Pasal 251 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, gubernur masih berwenang 

mengawasi pembentukan peratuan daerah melalui proses fasilitasi/evaluasi dan 

pemberian nomor registrasi terhadap rancangan peraturan daerah. Pemberian 

nomor registrasi diatur dalam Pasal 242 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi dalam memberikan nomor 

registrasi masih memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan pemberian 

nomor registrasi, hal ini secara tidak langsung masih mengakui pemerintah provinsi 

untuk tidak mensahkan rancangan peraturan daerah. Dalam Pasal 242 ayat (5) 

menyebutkan batas waktu paling lama 7 hari untuk pemberian nomor registrasi. 

Menjadi masalah, bagaimana jika rancangan perda tersebut tidak diberikan nomor 

registrasi lebih dari 7 hari. Walaupun di dalam peraturan menteri mengatur bahwa 

rancangan perda itu akan mengalami penundaan yang berlarut-larut. Di mana 

rancangan perda ini sudah melalui berbagai tahapan, banyak biaya yang sudah 

dikeluarkan, maka ini akan membuat negara dan daerah mengalami kerugian akibat 

rancangan peraturan daerah yang ditunda sampai batas waktu yang tidak diketahui. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis ketentuan 

Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

memiliki kekuatan sama dengan membatalkan usulan rancangan perda. 
 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian 

pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) yang dilakukan 

dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu, juga menggunakan Pendekatan 

konseptual (Conceptual approach) yang dilakukan dengan memperoleh kejelasan 

dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip-

prinsip hukum, pendekatan ini dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang 

telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-



 

 

pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang sedang dihadapi. 

 

Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

pemerintah provinsi dalam pemberian nomor registrasi rancangan perda masih 

berwenang untuk melakukan penundaan terhadap pemberian nomor registrasi, 

maka dari itu secara tidak langsung masih mengakui gubernur untuk tidak 

mensahkan perda tersebut. Hal ini serupa dengan pembatalan perda oleh gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat, namun kewenangan ini telah dicabut oleh Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Aspek yang harus diperbaiki 

agar memperkuat mekanisme pemberian nomor registrasi rancangan perda yaitu 

pemeriksaan secara substantif dalam rancangan perda sebelum pemberian nomor 

registrasi perlu diperjelas persyaratan dan kriterianya, kemudian mempertegas 

penetapan batas waktu pemberian nomor registrasi agar terhindar dari penundaan 

yang berlarut-larut dalam pemberian nomor registrasi yang dapat menghambat 

implementasi perda secara efektif nantinya,sehingga tidak akan terjadi penundaan 

dalam pemberian nomor registrasi pada rancangan peraturan daerah tersebut dan 

kepastian hukumnya akan terpenuhi. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Gubernur, Nomor Registrasi Rancangan Perda, Penundaan 

Perda 

 

Tahapan pemberian nomor registrasi rancangan peraturan daerah, gubernur 

bertanggung jawab untuk memberi nomor registrasi tersebut. Di mana ini diatur 

dalam Pasal 242 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Mengenai mekanisme diatur dalam Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan perda sebagai 

bentuk pengawasan pembentukan produk hukum daerah Namun, yang menjadi 

masalah disini terkait Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dengan Putusan MK Nomor 137/PUU-

XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, pasal tersebut memang telah dicabut, 

namun Pasal 242 ayat (5) memiliki maksud pembatalan rancangan perda secara 

implisit, yang mana dalam pasal tersebut hanya menyebutkan batas waktu paling 

lama 7 hari untuk pemberian nomor registrasi. Menjadi masalah, bagaimana jika 

rancangan perda tersebut tidak diberikan nomor registrasi lebih dari 7 hari. 

Walaupun di dalam peraturan menteri mengatur bahwa rancangan perda itu belum 

dapat diundangkan, namun sampai kapan, jika tidak ada batasan maka rancangan 

perda tersebut akan sia-sia. Di mana rancangan perda ini sudah melalui berbagai 

tahapan, banyak biaya yang sudah dikeluarkan, maka ini akan membuat negara dan 

daerah mengalami kerugian akibat rancangan peraturan daerah yang ditunda sampai 

batas waktu yang tidak diketahui. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang berisi pemberian nomor registrasi pada rancangan 

peraturan daerah, pemerintah provinsi dalam pemberian nomor registrasi rancangan 

perda masih berwenang untuk melakukan penundaan terhadap pemberian nomor 

registrasi, maka dari itu secara tidak langsung masih mengakui gubernur untuk 

tidak mensahkan perda tersebut. Hal ini serupa dengan pembatalan perda oleh 

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, namun kewenangan ini telah dicabut oleh 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. 

 

Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki agar memperkuat mekanisme 

pemberian nomor registrasi rancangan perda. Pemeriksaan secara substantif dalam 



 

 

rancangan perda sebelum pemberian nomor registrasi perlu diperjelas persyaratan 

dan kriterianya, kemudian mempertegas penetapan batas waktu pemberian nomor 

registrasi agar terhindar dari penundaan yang berlarut-larut dalam pemberian nomor 

registrasi yang dapat menghambat implementasi perda secara efektif nantinya. 

Dalam melaksanakan kewenangan pemberian nomor registrasi, pemerintah 

provinsi harus menjalankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam 

undang-undang. Sehingga tidak akan terjadi penundaan dalam pemberian nomor 

registrasi pada rancangan peraturan daerah tersebut dan kepastian hukumnya akan 

terpenuhi.   
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ABSTRACT 

 

Keywords : Governor, Local Regulation Registration Number, Local Regulation 

Postponement. 

 

At the stage of giving the registration number of the draft regional regulation, the 

governor is responsible for giving the registration number. This is regulated in 

Article 242 paragraph (5) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional 

Government. Regarding the mechanism, it is regulated in the Minister of Home 

Affairs Regulation Number 120 of 2018 concerning Amendments to the Minister of 

Home Affairs Regulation Number 80 of 2015 concerning the Formation of Regional 

Legal Products. However, the problem here is related to Article 251 of Law Number 

23 Year 2014 on Regional Government which has been revoked by the 

Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-

XIV/2016, the article has indeed been revoked, but Article 242 paragraph (5) has 

an implicit intention of cancelling draft regional regulations, which in the article 

only states a maximum time limit of 7 days for granting registration numbers. The 

problem is, what if the draft local regulation is not given a registration number for 

more than 7 days. Although the ministerial regulation stipulates that the draft local 

regulation cannot be promulgated, but how long, if there is no limit then the draft 

local regulation will be in vain. Where these draft regulations have gone through 

various stages, a lot of costs have been incurred, this will make the state and regions 

suffer losses due to draft regional regulations that are delayed until an unknown 

time limit. 

 

Based on the provisions of Article 242 of Law Number 23 Year 2014 on Regional 

Government which contains the granting of registration numbers on draft regional 

regulations, the provincial government in granting registration numbers for draft 

regional regulations is still authorised to postpone the granting of registration 

numbers, therefore indirectly still recognising the governor not to ratify the 

regional regulation. This is similar to the cancellation of local regulations by the 

governor as the representative of the central government, but this authority has 

been revoked by the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015. 

 

Article 242 of Law No. 23/2014 on Regional Government has a number of aspects 

that must be improved in order to strengthen the mechanism for granting 

registration numbers for draft regional regulations. Substantive examination of 

draft local regulations prior to granting registration numbers needs to be clarified 

on the requirements and criteria, then reinforcing the determination of the time 



 

 

limit for granting registration numbers in order to avoid protracted delays in 

granting registration numbers that can hinder the effective implementation of local 

regulations later. In exercising the authority to grant registration numbers, the 

provincial government must exercise it in accordance with the time specified in the 

law. Therefore, there will be no delays in granting registration numbers for the 

draft local regulation and legal certainty will be fulfilled. 
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